
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalarn .Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengan; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

a. bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 64 ayat (4) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pencalonan, Pernilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pernberhentian Petinggi Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2015 tentang tentaag Tata Cara Pencalonan, 
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Petinggi, yang pembiayaannya dibebankan pada APBD sehingga 
perlu mengatur pengalokasian dan mekanisme pencairan 
keuangan kepada Desa guna penyelenggaran pemilihan 
Petinggi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran 
Penyelenggaraan Pcmilihan Petinggi; 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

PERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 28 TAHUN 2018 

TENTANG 

ANGGARAN PENYELENGGARAN PEMILIHAN PET!NGGl 

BUPATI JEPARA 
PROVINSJ JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Bupati ioi yang dimaksud dengan : 
L Daerab adalah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalab Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya 

disingkat APBD adalab rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

5. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah 
kerja Desa yang bersangkutan. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memillkl batas 
wilayah yang berweoang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pernerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usu! dan / atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

BABI 
KE'l'ENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPA-TI TENTANG ANGGARAN PENYELENGGARAAN 
PEMILIHAN PETINGG1. 

MEMUTUSKAN : 

5. Peraturan Pemerintah Nemer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539), sebagaimana telab diubab dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambaban Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 
5717); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Betita Negara Republik 
Indonesia Tabun 2014 Nomor 2092) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Perubaban Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
112 Tahun 2014 tentang Pemillhan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tabuo 2017 Nomor 1221); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tabun 2015 
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 20·15 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah diubab 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2015 tentaog tentang Tata Cara Pencalonan, Pernilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11); 
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Menetapkan 



(1) Biaya pernilihan Petinggi bersumber dari APBD. 
(2) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimaoa dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, 

Pasal 2 

BABU 
SUMBER PEMBIAYAAN PEMlLIHAN PETINGGJ 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pernerintahan dan kepentingao masyarakat setempat dalam 
sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalab Kepala Desa a tau yang disebut deogan 
nama lain dibaotu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat 
Pemerintah Desa yang rnempunyai wewenang, tugas dan 
kewajiban untuk menyeleoggarakao rumah tangga Desanya 
dao melaksaoakao tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 
Daerab. 

10. Sadan Permusyawaratan Desa yang se1aojutoya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahao yang 
anggotanya merupakao wakil dari penduduk desa berdasarkan 
keterwakilao wilayab dao ditetapkan secara dernokratis. 

11. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalab 
peraruran perundang-undaogan yang ditetapkao oleh Petinggi 
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 

12. Keuangao Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam raogka 
peoyeleoggaraan pemerintahao desa yang dapat dioilai deogan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengao hak dan kewajibao desa tersebut. 

13. Pengelolaao Keuaogan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
rnelipuri perencanaan, penganggaran, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangao 
Desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDes adalab rencana keuangao tahunan 
pemerintahan desa yang dibabas dan disetujui bersama oleh 
Pemerintah Desa dan BPD dao ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

15. Pemilihao Petioggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di 
desa dalam rangka memilib Petinggi yang bersifat langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

16. Panitia Pemilihan Petinggi tingkat Desa yang se.lanjutnya 
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh 
BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggl. 

17. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut 
Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panltia 
Pemilihan guna mendukung kelaocaran pelaksanaan pemiliban 
Petinggi. 

18. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi tingkat desa yang 
selaojutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh 
BPD untuk rnelaksanakan pengawasan jalannya proses 
pemilihan Petinggi. 

19. Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleb BPD untuk 
melaksanakan pemantauao dan memberikan dukungao untuk 
kelancaran penyelenggaraan pemilihan Petinggi. 
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(1) Panitia Pemiliban menyusun rencana biaya pemilihan Petinggi. 

BAB rv 
TATA CARA PENCAJRAN DANA 

Pasal 4 

BAB lll 
PENGALOKASIAN 

Pasal 3 

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan banruan keuangan kepada 
Desa guna penyelenggaraan pemiliban Petinggi. 

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
sebagai berikut : 
a. Desa dengan jurnlah penduduk sampai, dengan 2.000 (dua 

ribu) jiwa diberikan bantuan keuangan sebesar 
RpS0.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 

b. Desa dengan jumlah penduduk 2.001 {dua ribu satu) jiwa 
sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa diberikan bantuan 
keuangan sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah); 

c. Desa dengan jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa 
sampai dengao 6.000 (enam ribu) jiwa diberikao bantuan 
keuangao sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta 
rupiah); 

d. Desa dengan jurnlah penduduk 6.001 (eoam ribu satu] jiwa 
sampai dengan 8.000 (delapan ribu] jiwa diberikan bantuan 
keuangan sebesar Rpl 10.000.000,- (seratus sepuluh juta 
rupiah); 

e. Desa denganjumlah penduduk 8.001 (delapan ribu satu) jiwa 
sampai dengan I 0.000 (sepuluh rlbu) jiwa diberikan bantuan 
keuangan sebesar Rpl30.000.000,- (seratus tiga puluh juta 
rupiah); 

I. Desa dengan jumlab penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh 
ribu) jiwa diberikan baoruan keuangan sebesar 
RplS0.000.000,- [seratus lima puluh juta rupiah). 

(3) Besaran bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi 
yang diterima masing-masing Desa ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, clan biaya 
pelaotikan, serta kegiatan lainnya yang mendukung pemilihan 
Petinggi. 

(3) Biaya pemilihan Petinggi yang digunakan unruk honorarium 
panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk 
proses pemilihan Petinggi yang dilaksanakan oleh Panitia 
Pernilihan, Panitia Teknis, Panitia Peogawas Pemilihan Petinggi, 
dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi. 

(4) Biaya pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk bantuan keuangan kepada Desa. 

(5) Biaya pernilihan Petinggi dimasukkan dalam APBDes. 
(6) Biaya pemiliban Peti.nggi dapat dibebankan pada APBDes yang 

digunakao selain yang dibiayai APBD. 



Pasal 5 

(1) Petinggi membuat permohonan pencairan dana bantuan 
keuangan penyelenggaraan Pemilihan Petinggi yang bersumber 
dari APBD dengan ciilcngkapi berkas sebagai berikut: 
a. Surat permohonan pencairan dana dari Petinggi lewat Carnal 

kepada Bupati Jepara Cq. Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah dilampiri dengan : 
1. Surat pemyataan bermaterai dari Petinggi dan Ketua 

Panitia Pemilihan Petinggi tentang tanggungjawab mutlak 
atas penggunaan dana bantuan keuangan pemilihan 
Petinggi dan pemyataan kesanggupan membuat Surat 
Pertanggung Jawaban (SPJ). 

2. Pakta integritas yang ditandatangani oleh Petinggi dan 
Ketua Panitia Pemilihan Petinggi. 

3. Rencana Penggunaan Dana (RPDJ. 
4. Foto copy rekening desa. 
5. Poto copy KTP Petinggi dan Bendahara Desa. 

b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Bendahara 
Desa dan Petinggi distempel, lembar pertama bermaterai 
6.000. 

c. Foto copy Keputusan Petinggi tentang Pengangkatan 
Bendahara Oesa. 

(2) Camat memverifikasi kelengkapan perrnohonan pencairan dana 
bantuan keuangan penyelenggaraan pemilihan Petinggi yang 
diajukan oleh Petinggi. 

(3) Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sek:retariat Daerah 
meneruskan permohonan pencairan tersebut kepada Kepala 
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 

(4) Kepala Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
mernproses pencairan dana bantuan keuangan penyelenggaraan 
pernilihan Petinggi sesuai ketentuan perundang-undangan. 

(5) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
mentransfer dana rnelalui rekening kas urnum Daerah ke 
rekening Desa. 

(6) Pengambilan dana bantuan keuangan pemilihan Petinggi 
diajukan oleh Petinggi kepada Bank setelah mendapat surat 
pengantar dari CamaL 

(2) Rencana biaya pemilihan Petinggi sebagiamna dimaksud pada 
ayat (1) cliajukan oleh Pani.tia Pemilihan kepada BPD. 

(3) BPD menetapkan besarnya biaya pemilihan Petinggi 
berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan Desa. 

(4) Penetapan besaran biaya pemilihan Petinggi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar Panitia 
Pemilihan untuk dlajukan kepada Bupati Jewat Petinggi dan 
Camat. 

s 



B DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR .?8 

Diundangkan di Jepara. 
pada tanggal 28 Mei 20 LS 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

Ditetapkan di Jepara. 
pada tanggal 28 Mei 2018 

Agar setiap orang mengetahui, mernerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan menempatkanoya dalam Serita 
Daerah Kabupaten Jepara. 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Desa Guna Penyelenggaraan Pemillhan Petinggi Di Kabupaten 
Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 6), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

BAB VJ 
KETENTUAN PENUTUP 

BABV 
PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 6 

(1) Panitia Pemllihan Petinggi wajib membuat surat 
percanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana bantuan keuangan 
penyelenggaraan pemilihan Petinggi. 

(2) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tetap di Desa dan menjadi dolrumen Desa. 

(3) Fotocopi SPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan 
oleh Panitia Pemilihan Petinggl kepada Petinggi guna dikirimkan 
kepada Bupati lewat Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
pelantikan petinggi terpilih. 
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